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Abstract. Dila Mardianty, Government Policy in Equitable Road
Infrastructure Development in Palembang City. This study aims to describe and
analyze Government Policy in Equitable Road Infrastructure Development in
Palembang City. The research method used is qualitative with three methods of data
collection, observation, interviews and documentation. The results of the study
indicate that the Government's Policy in Equitable Road Infrastructure Development
in Palembang City has not been implemented optimally, this is due to the lack of
human resources, supporting facilities and budgets, as well as support from the land
community and participating in maintaining roads that have been built or are in the
development process. Supporting factors, namely the existence of good cooperation
in the bureaucratic structure at the Public Works Service and also the support of
related parties and the inhibiting factors, namely the lack of facilities, budget and
number of human resources, as well as community support.
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Abstrak. Dila Mardianty, Kebijakan Pemerintah dalam Pemerataan Pembangunan
Infrastruktur Jalan di Kota Palembang. Penelitian ini bertujuan untuk
mendeskripsikan dan menganalisis Kebijakan Pemerintah dalam Pemerataan
Pembangunan Infrastruktur Jalan di Kota Palembang. Metode penelitian yang
digunakan adalah kualitatif dengan tiga metode pengumpulan data, observasi,
wawancara dan dokumentasi. Hasil kajian menunjukkan bahwa Kebijakan
Pemerintah dalam Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Jalan di Kota Palembang
belum dilaksanakan secara optimal, hal ini dikarenakan kurangnya sumber daya
manusia, fasilitas penunjang dan anggaran, serta dukungan dari masyarakat lahan dan
ikut serta dalam pemeliharaan jalan yang telah dibangun atau sedang dalam proses
pembangunan. Faktor pendukung, yakni adanya kerjasama yang baik dalam struktur
birokrasi di Dinas Pekerjaan Umum dan juga dukungan pihak terkait dan faktor
penghambat, yaitu kurangnya fasilitas, anggaran dan jumlah sumber daya manusia,
serta dukungan masyarakat.

Kata Kunci: Kebijakan Pembangunan Jalan




PENDAHULUAN

Di Indonesia, keselamatan jalan diatur oleh beberapa peraturan dan undang-
undang yang berfokus pada pengelolaan dan peningkatan kualitas jalan serta
keselamatan pengguna jalan. Peraturan-peraturan tersebut mencakup:

1. Undang-Undang No. 38 Tahun 2004 tentang Jalan — Mengatur tentang
penyelenggaraan jalan sebagai bagian penting dari infrastruktur transportasi
nasional dan menggarisbawahi tanggung jawab pemerintah dalam penyediaan
jalan yang aman dan layak.

2. Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 2006 tentang Jalan — Menjelaskan
lebih lanjut mengenai teknis dan administrasi pengelolaan jalan, termasuk
standar keamanan dan perawatan jalan.

3. Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan
Jalan — Mengatur aspek lalu lintas dan transportasi, termasuk keselamatan
pengguna jalan dan tata kelola angkutan jalan.

4. Rencana Umum Nasional Keselamatan (RUNK) Jalan — Merupakan
dokumen terbaru yang diluncurkan untuk mengarahkan kebijakan dan strategi
keselamatan jalan secara nasional.

Direktorat Jenderal Bina Marga di bawah Kementerian Pekerjaan Umum
bertanggung jawab atas pengelolaan jalan nasional. Instansi ini telah melaksanakan
berbagai upaya untuk meningkatkan keselamatan jalan, termasuk pengembangan
infrastruktur jalan yang lebih baik, penerapan standar keselamatan, dan peningkatan
kualitas pengelolaan serta perawatan jalan. Upaya-upaya ini bertujuan untuk
mengurangi kecelakaan lalu lintas dan meningkatkan keselamatan bagi seluruh
pengguna jalan.

Era reformasi, demokratisasi, dan otonomi daerah di Indonesia telah
membuka peluang yang lebih besar bagi daerah untuk berkembang dan
memanfaatkan potensi lokal guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam
konteks ini, pembangunan infrastruktur menjadi salah satu kunci utama untuk
mencapai kemajuan dan kesejahteraan daerah. Menurut Satria, dkk. (2011:232),
"Pembangunan infrastruktur merupakan syarat perlu dalam pembangunan, tidak
terkecuali pembangunan pertanian dan pedesaan."

Pernyataan ini menekankan bahwa tanpa adanya infrastruktur yang memadai,
berbagai sektor, termasuk pertanian dan pedesaan, akan menghadapi tantangan yang
signifikan. Infrastruktur yang baik tidak hanya mendukung aktivitas ekonomi tetapi
juga memfasilitasi aksesibilitas, efisiensi, dan kesejahteraan sosial. Dengan adanya
pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan, daerah dapat lebih optimal dalam
mengembangkan potensi wilayahnya dan pada akhirnya, memakmurkan
masyarakatnya secara keseluruhan.

Pembangunan infrastruktur memainkan peran krusial dalam mempercepat
proses pembangunan nasional dan merupakan salah satu faktor utama dalam
mendorong pertumbuhan ekonomi. Infrastruktur, seperti transportasi, telekomunikasi,




sanitasi, dan energi, berfungsi sebagai roda penggerak yang mendukung kelancaran
dan perkembangan ekonomi suatu negara. Hamirul (2019) menjelaskan bahwa
"Pembangunan infrastruktur merupakan salah satu aspek penting dan vital untuk
mempercepat proses pembangunan nasional. Infrastruktur juga memegang peranan
penting sebagai salah satu roda penggerak pertumbuhan ekonomi."

Dengan adanya infrastruktur yang memadai, berbagai sektor ekonomi dapat
berkembang dengan lebih optimal. Infrastruktur yang baik memfasilitasi konektivitas,
meningkatkan efisiensi operasional, dan mendukung aksesibilitas yang diperlukan
untuk pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, pembangunan infrastruktur tidak
hanya menjadi fondasi bagi pertumbuhan ekonomi tetapi juga merupakan kunci untuk
memacu pembangunan ekonomi yang berkelanjutan di masa depan

Salah satu konstruksi yang paling berpengaruh adalah pembangunan jalan
nasional. Kemudahan akses yang ditimbulkan oleh ketersediaan jalan akan memberi
dampak positif bagi kelangsungan transaksi perekonomian antar provinsi di
Indonesia. Kualitas jalan yang baik memberikan keunggulan bagi sebuah negara
maupun daerah untuk bersaing secara kompetitif dalam memasarkan hasil produknya,
mengembangkan industrinya, mendistribusikan populasi serta meningkatkan
pendapatan.

Adapun untuk kota Palembang sendiri yang fokusnya pada pembangunan
jalan umum, tidak pada pembangunan jalan tol dan jalan lintas, karena itu dibawah
wewenang pemerintah pusat dan provinsi, berikut data pembangunan jalan yang ada
di kota Palembang dan memang dibawah kendali kota Palembang empat tahun
terkahir.

Salah satu aspek yang paling signifikan dalam pembangunan infrastruktur
adalah pembangunan jalan nasional. Ketersediaan dan kualitas jalan memiliki
dampak besar terhadap perekonomian suatu negara, terutama dalam hal memfasilitasi
transaksi antarprovinsi. Jalan yang baik tidak hanya meningkatkan aksesibilitas tetapi
juga mendukung daya saing sebuah negara atau daerah dalam memasarkan produk,
mengembangkan industri, mendistribusikan populasi, serta meningkatkan
pendapatan.

Di kota Palembang, fokus pembangunan infrastruktur lebih terarah pada
pembangunan jalan umum, bukan pada jalan tol atau jalan lintas, karena pengelolaan
jalan tol dan lintas merupakan wewenang pemerintah pusat dan provinsi.
Pembangunan jalan umum di Palembang bertujuan untuk meningkatkan aksesibilitas
dan mendukung mobilitas dalam kota, yang berkontribusi pada kemajuan ekonomi
lokal. Data pembangunan jalan di kota Palembang mencakup informasi mengenai
proyek-proyek yang sedang berjalan, perbaikan, dan pengembangan infrastruktur
jalan yang ada.




Namun, dalam pelaksanaan kebijakan pembangunan infrastruktur jalan,
terdapat berbagai kendala yang perlu diatasi. Beberapa masalah utama yang dihadapi
meliputi:

1. Pembebasan Lahan: Proses pembebasan lahan sering kali mengalami
hambatan, baik dari segi negosiasi dengan pemilik lahan maupun administrasi
yang rumit. Hal ini dapat memperlambat pelaksanaan proyek dan
meningkatkan biaya.

2. Koordinasi yang Lemah: Koordinasi antara berbagai pihak terkait, seperti
pemerintah daerah, instansi terkait, dan masyarakat, sering kali masih lemah.
Ketidakharmonisan dalam komunikasi dan kerja sama dapat menghambat
kemajuan proyek.

3. Sumber Daya Manusia: Keterbatasan dalam hal sumber daya manusia, baik
dari segi keterampilan maupun jumlah, mempengaruhi kualitas dan efisiensi
pelaksanaan pembangunan. Kurangnya pelatihan dan pengalaman dapat
menjadi penghambat.

4. Proses Pelaksanaan yang Lama: Pelaksanaan proyek pembangunan sering kali
memakan waktu yang lama, yang dapat disebabkan oleh berbagai faktor
seperti perizinan, cuaca, dan kompleksitas teknis.

5. Peralatan: Kendala terkait peralatan dan teknologi yang tidak memadai dapat
menghambat proses konstruksi dan mengurangi efektivitas kerja.

6. Vandalisme: Kegiatan merusak jalan oleh masyarakat, seperti pencurian
material atau kerusakan yang disengaja, juga menjadi masalah yang
memperburuk kondisi jalan dan memperlambat proses perbaikan.

Mengatasi kendala-kendala ini memerlukan pendekatan yang holistik dan
terintegrasi, melibatkan perencanaan yang matang, peningkatan koordinasi antar
pihak, dan pengelolaan sumber daya yang efektif.

Dalam hal pembebasan lahan, seringkali proses pembangunan infrastruktur
menghadapi masalah signifikan terkait tanah warga. Proses ini memerlukan waktu
yang lama karena melibatkan negosiasi dan kesepakatan mengenai ganti rugi.
Kendala ini dapat memperlambat pelaksanaan proyek dan menambah biaya.

Selanjutnya, koordinasi yang efektif juga merupakan tantangan besar.
Pembangunan infrastruktur melibatkan berbagai pihak, seperti pemerintah,
pengembang, dan masyarakat. Ketidakharmonisan dalam koordinasi dan penyesuaian
antar pihak seringkali menyebabkan keterlambatan dalam pembuatan kesepakatan,
yang berimplikasi pada waktu pelaksanaan proyek.

Terakhir, masalah vandalism juga menjadi isu penting. Masyarakat terkadang
tidak menjaga jalan yang telah dibangun dengan baik. Kebiasaan merusak jalan, baik
melalui tindakan vandalisme atau kelalaian, dapat merusak infrastruktur yang telah
diinvestasikan, menambah biaya pemeliharaan, dan mengurangi umur jalan.
(Sukirman, 1992).

Berdasarkan permasalahan di atas yang memperlihatkan bahwa implementasi
kebijakan yang berhubungan dengan infrastruktur yang tidak berjalan dengan sesuai
harapan, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul




“Kebijakan Pemerintah Dalam Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Jalan
Di Kota Palembang”.
LANDASAN TEORI

Menurut George C. Edward III, implementasi kebijakan merupakan tahapan
dalam proses kebijakan yang berada di antara penyusunan kebijakan dan hasil atau
konsekuensi dari kebijakan tersebut, baik dalam bentuk output maupun outcome.
Implementasi bukan hanya sekadar penerapan kebijakan secara mekanis, melainkan
proses yang dinamis dan kompleks, di mana keberhasilannya sangat dipengaruhi oleh
berbagai faktor yang saling berkaitan. Faktor-faktor utama yang memengaruhi
implementasi kebijakan, menurut Edward III, meliputi komunikasi, sumber daya,
disposisi, dan struktur birokrasi. Komunikasi yang efektif diperlukan agar para
pelaksana memahami tujuan dan isi kebijakan dengan jelas, sehingga dapat
mengimplementasikannya sesuai harapan. Sumber daya yang mencakup dana,
tenaga kerja, dan peralatan juga sangat penting untuk memastikan kebijakan dapat
diterapkan secara optimal. Disposisi, atau sikap serta komitmen para pelaksana,
memengaruhi sejauh mana kebijakan dilaksanakan dengan dedikasi. Sementara itu,
struktur birokrasi mencakup pola dan prosedur administratif yang dapat
memfasilitasi atau menghambat pelaksanaan kebijakan, tergantung pada tingkat
efisiensi dan fleksibilitasnya.

Dengan demikian, keberhasilan implementasi kebijakan sangat bergantung
pada interaksi yang harmonis antara keempat faktor ini. Ketika salah satu faktor tidak
berjalan optimal, maka pelaksanaan kebijakan dapat terganggu, yang pada akhirnya
memengaruhi hasil kebijakan tersebut. Selanjutnya keempat faktor dari fokus
penelitian tersebut akan dijelaskan lebih lanjut sebagai berikut.

1. Komunikasi

Dalam penelitian ini, konsep komunikasi diartikan sebagai variabel yang
harus dapat diukur atau memiliki variasi nilai tertentu untuk memenuhi kriteria
penelitian. Konsep ini dipahami sebagai tingkat komunikasi dalam konteks
organisasi. Menurut Robbins (1996), dalam sebuah organisasi kelompok, komunikasi
merupakan proses pemindahan makna di antara para anggotanya. Proses ini tidak
hanya melibatkan pengiriman pesan atau informasi, tetapi juga pemahaman makna
yang sama oleh semua anggota organisasi. Komunikasi dalam organisasi mencakup
dua aspek penting: pentransferan makna dan pemahaman makna. Pentransferan
makna adalah bagaimana informasi disampaikan dari satu pihak ke pihak lain,
sementara pemahaman makna adalah sejauh mana informasi tersebut diterima dan
dipahami secara konsisten oleh semua anggota. Keduanya harus berjalan dengan baik
agar komunikasi dalam organisasi dapat efektif. Dengan memastikan bahwa semua
anggota memiliki pemahaman yang sama terhadap informasi dan tujuan yang
disampaikan, komunikasi dapat berfungsi secara optimal dan mendukung
keberhasilan implementasi kebijakan atau proses lainnya dalam organisasi.




Komunikasi memainkan peran yang sangat penting dalam kelompok atau
organisasi dan memiliki empat fungsi utama yang saling berkaitan. Keempat fungsi
ini adalah kendali (kontrol pengawasan), motivasi, pengungkapan emosional, dan
informasi.

1. Kendali (Kontrol Pengawasan): Fungsi ini melibatkan pengawasan dan
pengendalian aktivitas serta perilaku anggota organisasi untuk memastikan
bahwa mereka mengikuti kebijakan dan prosedur yang ditetapkan. Kontrol ini
penting untuk menjaga agar organisasi tetap berjalan sesuai dengan tujuan dan
standar yang telah ditetapkan.

2. Motivasi: Komunikasi juga berfungsi untuk memotivasi anggota organisasi.
Melalui komunikasi yang efektif, pimpinan dapat menyampaikan tujuan,
memberikan umpan balik, dan menginspirasi anggota untuk bekerja dengan
lebih baik. Motivasi yang baik dapat meningkatkan kinerja dan produktivitas
anggota.

3. Pengungkapan Emosional: Fungsi ini menyediakan sarana bagi anggota
organisasi untuk mengekspresikan perasaan dan emosi mereka. Pengungkapan
emosional yang sehat dapat membantu mengurangi ketegangan, memperbaiki
hubungan antar anggota, dan menciptakan lingkungan kerja yang lebih
harmonis.

4. Informasi: Salah satu fungsi utama komunikasi adalah penyampaian
informasi yang relevan dan tepat waktu kepada anggota organisasi. Informasi
ini meliputi instruksi, pembaruan, dan data yang diperlukan untuk
pengambilan keputusan dan pelaksanaan tugas.

Tidak satu pun dari keempat fungsi tersebut yang seharusnya dianggap lebih
penting daripada yang lainnya. Agar kelompok atau organisasi dapat berkinerja
secara efektif, penting untuk mempertahankan keseimbangan di antara keempat
fungsi ini. Organisasi perlu memastikan adanya kontrol yang memadai, memberikan
motivasi kepada anggotanya, menyediakan ruang untuk pengungkapan emosional,
dan menyampaikan informasi yang diperlukan untuk pengambilan keputusan yang
tepat. Dengan cara ini, komunikasi dalam organisasi dapat berjalan dengan baik dan
mendukung keberhasilan dan efisiensi operasional

Meneruskan perubahan-perubahan yang jelas tetapi bertentangan dapat
mempersulit pelaksana dalam menjalankan tugasnya dan memperlancar implementasi
program. Ketidakstabilan dalam perubahan kebijakan sering kali menciptakan
ketidakpastian di antara pelaksana, yang dapat mengakibatkan penafsiran yang
longgar terhadap kebijakan tersebut. Jika perubahan yang diterapkan tidak konsisten,
organisasi pelaksana mungkin merasa terpaksa untuk menafsirkan kebijakan dengan
cara yang fleksibel, demi menyesuaikan diri dengan perubahan yang tidak terstruktur.




Ketidakonsistenan dalam perubahan implementasi berpotensi memengaruhi
efektivitas kebijakan. Pelaksana yang dihadapkan pada instruksi yang saling
bertentangan mungkin menjadi kurang terampil dalam menyesuaikan tindakan
mereka, sehingga mengurangi kualitas dan efektivitas pelaksanaan kebijakan.
Akibatnya, upaya untuk mencapai tujuan-tujuan kebijakan dapat menjadi tidak
efektif, karena kebijakan yang diimplementasikan tidak sesuai dengan tujuan awalnya
dan hasil yang diinginkan tidak tercapai. Oleh karena itu, konsistensi dalam
perubahan dan komunikasi yang jelas sangat penting untuk memastikan bahwa
implementasi kebijakan dapat berjalan dengan baik dan mencapai hasil yang
diinginkan

2. Sumber daya

Sumber daya manusia, atau kemampuan pegawai, adalah faktor krusial dalam
suatu organisasi karena mereka merupakan penggerak utama dalam operasional dan
pencapaian tujuan organisasi. Untuk menjalankan program atau kebijakan dengan
efektif, diperlukan kemampuan yang memadai dari pelaksana kebijakan tersebut.
George C. Edward III (1980: 30) menekankan bahwa "sumber daya menjadi faktor
kritis dalam mengimplementasikan kebijakan publik." Menurutnya, sumber daya
yang penting meliputi tidak hanya jumlah staf yang memadai, tetapi juga
keterampilan yang diperlukan untuk menjalankan tugas-tugas mereka dengan baik.
Selain itu, informasi yang relevan, otoritas yang cukup, dan fasilitas yang memadai
juga merupakan bagian integral dari sumber daya yang diperlukan untuk
menerjemahkan proposal kebijakan menjadi pelayanan publik yang nyata.

Ketika sumber daya tidak memadai, organisasi akan menghadapi berbagai
rintangan dalam implementasi kebijakan. Kurangnya staf yang terampil atau fasilitas
yang tidak memadai dapat menghambat pelaksanaan kebijakan secara efektif. Hal ini
dapat menyebabkan kegagalan dalam mencapai tujuan kebijakan, serta menurunkan
kualitas layanan publik yang diberikan. Oleh karena itu, alokasi dan pengelolaan
sumber daya manusia yang efektif sangat penting untuk memastikan bahwa kebijakan
dapat diimplementasikan dengan sukses dan memberikan hasil yang diharapkan.

Menurut Thoha (1993: 154), kemampuan pegawai didefinisikan sebagai kondisi yang
mencerminkan kematangan dalam hal pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh
melalui pendidikan, pelatihan, dan pengalaman. Kemampuan ini mencakup aspek-
aspek penting dari pengembangan individu yang mempengaruhi kinerja pegawai
dalam suatu organisasi.

Sementara itu, Katz dan Reesenzweig (dalam Gibson, 1991: 123) menyatakan bahwa
kemampuan pegawai yang diperlukan dalam organisasi modern terdiri dari tiga
kategori utama:




1. Keterampilan teknis, yaitu kemampuan dalam menggunakan alat, teknik,
atau prosedur khusus yang diperlukan untuk melaksanakan tugas tertentu.

2. Keterampilan kemanusiaan, yaitu kemampuan untuk berinteraksi dan
bekerja sama dengan orang lain secara efektif.

3. Kemampuan konseptual, yaitu kemampuan untuk memahami dan mengelola
keseluruhan sistem serta mengembangkan pemikiran strategis dan
perencanaan jangka panjang.

Berdasarkan pemahaman dari para ahli tersebut, kemampuan pegawai dapat
dirumuskan sebagai kecakapan, keterampilan, dan pengetahuan yang dimiliki oleh
pegawai pelaksana kebijakan. Dalam konteks penelitian ini, kemampuan pegawai
mengacu pada seluruh potensi yang mencakup pengetahuan, keterampilan,
pengalaman, dan pendidikan yang dimiliki oleh pegawai pemerintah. Faktor-faktor
ini sangat penting untuk mendukung pelaksanaan kebijakan secara efektif,
memastikan bahwa pegawai dapat menjalankan tugas mereka dengan baik dan
memenuhi tuntutan yang diharapkan dalam proses implementasi kebijakan.

3. Struktur Birokrasi

Suatu struktur birokrasi menetapkan cara pembagian, pengelompokkan, dan
koordinasi tugas pekerjaan secara formal dalam sebuah organisasi. Dalam merancang
struktur organisasi yang efektif, terdapat enam unsur utama yang perlu diperhatikan,
yaitu:

1. Spesialisasi Kerja: Ini mengacu pada pembagian pekerjaan ke dalam tugas-
tugas yang lebih kecil dan lebih terfokus, yang memungkinkan para pegawai
untuk mengembangkan keahlian dan keterampilan tertentu. Spesialisasi kerja
dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas dengan memungkinkan
pekerja untuk menjadi ahli dalam area tertentu.

2. Departementalisasi: Ini merujuk pada cara organisasi mengelompokkan
pekerjaan dan fungsi-fungsi dalam unit-unit atau departemen-departemen.
Departementalisasi dapat dilakukan berdasarkan fungsi, produk, wilayah
geografis, atau pelanggan, dan bertujuan untuk mempermudah koordinasi dan
manajemen.

3. Rantai Komando: Rantai komando mengatur jalur wewenang dan tanggung
jawab dalam organisasi, menentukan siapa yang melapor kepada siapa. Rantai
komando membantu memastikan bahwa perintah dan komunikasi mengikuti
jalur yang jelas, yang penting untuk pengendalian dan pengawasan.

4. Rentang Kendali: Rentang kendali mengacu pada jumlah bawahan yang
dapat dikelola secara efektif oleh seorang atasan. Rentang kendali yang
optimal penting untuk memastikan bahwa manajer dapat memberikan




bimbingan dan supervisi yang memadai kepada semua anggotanya tanpa
membebani diri mereka sendiri.

5. Sentralisasi dan Desentralisasi: Ini berhubungan dengan seberapa besar
wewenang pengambilan keputusan dikendalikan oleh tingkat manajemen atas
(sentralisasi) atau disebarkan ke tingkat yang lebih rendah (desentralisasi).
Sentralisasi memberikan kontrol yang lebih besar di tangan manajemen atas,
sementara desentralisasi dapat memberikan fleksibilitas dan responsivitas
yang lebih baik pada level yang lebih rendah.

6. Formalisasi: Formalisasi mengacu pada sejauh mana aturan, prosedur, dan
kebijakan diatur dan terdokumentasi dalam organisasi. Formalisasi yang
tinggi berarti bahwa pekerjaan dan proses diatur dengan ketat, sedangkan
formalitas yang rendah memberikan lebih banyak kebebasan dalam
menjalankan tugas.

Memperhatikan keenam unsur ini dalam merancang struktur organisasi dapat
membantu menciptakan sebuah sistem yang efisien, terkoordinasi, dan efektif dalam
mencapai tujuan organisasi

Dalam penelitian ini, pemahaman tentang struktur organisasi diterapkan khusus pada
organisasi publik atau pemerintah, yang sering disebut sebagai birokrasi. Konsep
struktur organisasi dalam konteks ini berubah menjadi struktur birokrasi. Menurut
Robins, unsur-unsur utama dalam merancang struktur organisasi seperti spesialisasi
kerja, departementalisasi, rantai komando, rentang kendali, sentralisasi dan
desentralisasi, serta formalisasi, juga berlaku dalam birokrasi.

Edward (1980: 143) menambahkan bahwa dalam birokrasi, terdapat dua karakteristik
penting dari variabel struktur birokrasi, yaitu:

1. Standard Operating Procedures (SOP): SOP berkaitan erat dengan unsur
formalisasi. SOP adalah panduan atau aturan yang menetapkan bagaimana
tugas dan prosedur harus dilaksanakan secara konsisten dalam organisasi.
Formalisasi ini memastikan bahwa pekerjaan dilakukan sesuai dengan standar
yang telah ditetapkan, membantu dalam mempertahankan kualitas dan
efisiensi operasional.

2. Fragmentasi:  Fragmentasi  berkaitan  dengan  spesialisasi  dan
departementalisasi. Fragmentasi mengacu pada pembagian pekerjaan dalam
unit-unit yang lebih kecil dan terfokus, yang memungkinkan spesialisasi
dalam tugas-tugas tertentu dan pengelompokkan fungsi-fungsi dalam
departemen atau unit-unit yang berbeda. Hal ini mempermudah pengelolaan
dan koordinasi dalam birokrasi dengan memungkinkan fokus pada area
tertentu dan penanganan berbagai aspek organisasi secara terpisah.




Dengan memahami karakteristik-karakteristik ini, penelitian dapat mengeksplorasi
bagaimana struktur birokrasi mempengaruhi implementasi kebijakan dan efisiensi
operasional dalam konteks organisasi publik. SOP dan fragmentasi memberikan
kerangka kerja untuk menganalisis bagaimana prosedur dan pembagian tugas
mempengaruhi kinerja dan efektivitas birokrasi.

4. Disposisi

Dalam konteks implementasi kebijakan, disposisi diartikan sebagai sikap,
kecenderungan, keinginan, dan kesepakatan para pelaksana kebijakan untuk
melaksanakan kebijakan tersebut. Disposisi mencakup faktor-faktor psikologis dan
motivasional yang memengaruhi bagaimana pelaksana kebijakan mendekati dan
melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan.

Implementasi kebijakan dapat dianggap efektif jika para implementor tidak
hanya memiliki pengetahuan tentang apa yang harus dilakukan dan kemampuan
untuk melaksanakan kebijakan tersebut, tetapi juga memiliki kemauan dan motivasi
untuk melaksanakan kebijakan tersebut dengan sepenuh hati. Dengan kata lain,
keberhasilan implementasi kebijakan tidak hanya bergantung pada kemampuan teknis
dan pengetahuan yang dimiliki oleh implementor, tetapi juga pada sikap dan
komitmen mereka terhadap kebijakan tersebut.

Disposisi yang positif dari implementor—seperti keinginan yang kuat untuk
menerapkan kebijakan dan kesepakatan dengan tujuan kebijakan—dapat mendorong
pelaksanaan yang lebih baik dan lebih efektif. Sebaliknya, jika implementor tidak
memiliki kemauan atau kesepakatan yang kuat terhadap kebijakan, meskipun mereka
memiliki pengetahuan dan keterampilan, implementasi kebijakan tersebut mungkin
tidak mencapai hasil yang diinginkan. Oleh karena itu, disposisi merupakan elemen
penting yang harus dipertimbangkan dalam merancang dan mengevaluasi
implementasi kebijakan

Menurut Edward III dalam Winarno (2005:142-143) mengemukakan
“kecenderungan-kecenderungan atau disposisi merupakan salah-satu faktor yang
mempunyai konsekuensi penting bagi implementasi kebijakan yang efektif”. Jika
para pelaksana mempunyai kecenderungan atau sikap positif atau adanya dukungan
terhadap implementasi kebijakan maka terdapat kemungkinan yang besar
implementasi kebijakan akan terlaksana sesuai dengan keputusan awal. Demikian
sebaliknya, jika para pelaksana bersikap negatif atau menolak terhadap implementasi
kebijakan karena konflik kepentingan maka implementasi kebijakan akan
menghadapi kendala yang serius.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ada dua jenis pada umumnya yaitu penelitian kualitatif dan
penelitian kuantitatif. Namun ada juga yang menggabungkan keduanya atau yang
sering dikenal dengan istilah metode kombinasi. Penelitian kualitatif yang lebih
menekankan pada aspek kedalaman Analisa melalui wawancara. Sedangkan




penelitian kuantitatif lebih mengedepankan aspek kuesioner atau angket yang
dibagikan dan hasilnya biasanya berupa angka-angka.

Penelitian kualitatif deskriptif sangat cocok diterapkan dalam penelitian ini.
Peneliti memilih metode kualitatif karena teknik pengumpulan data yang digunakan,
seperti wawancara mendalam, memungkinkan peneliti untuk menggali informasi dan
mendapatkan data yang lebih mendalam dan akurat. Metode ini memberikan
kesempatan untuk mengeksplorasi pengalaman, pandangan, dan konteks secara
menyeluruh, yang sangat berguna dalam memahami implementasi kebijakan.

Menurut Moleong (2002: 6), konsen dari penelitian kualitatif adalah
pengungkapan kondisi yang sebenarnya ada di lapangan atau realitas. Penelitian
ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang mendetail dan komprehensif
mengenai fenomena yang diteliti. Dalam hal ini, deskripsi yang dihasilkan berupa
uraian kata-kata atau gambar yang mampu menjelaskan hasil penelitian secara
menyeluruh. Penelitian kualitatif deskriptif tidak hanya melaporkan data, tetapi juga
menjelaskan makna dan konteks dari data tersebut, yang sangat penting untuk
memahami implementasi kebijakan infrastruktur jalan di Kota Palembang.

Dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, peneliti dapat
menggali aspek-aspek yang mungkin tidak terungkap melalui metode lain dan
memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang bagaimana kebijakan diterapkan
serta tantangan dan peluang yang dihadapi dalam proses tersebut.

HASIL PENELITIAN

Dalam proses pembangunan jalan di berbagai daerah di Indonesia, termasuk
Kota Palembang, seringkali masih dihadapi kendala meskipun sudah ada kebijakan
yang mengatur mengenai hal ini. Salah satu masalah utama yang terus berlanjut
adalah pembebasan tanah untuk pembangunan prasarana infrastruktur. Proses
pembebasan lahan seringkali menjadi hambatan signifikan yang mempengaruhi
jadwal penyelesaian proyek.

Seringkali, proyek infrastruktur mengalami keterlambatan karena harus
menunggu penyelesaian masalah pembebasan lahan. Keterlambatan ini bukan hanya
memperlambat waktu penyelesaian proyek, tetapi juga dapat mempersulit, bahkan
menggagalkan, pelaksanaan pembangunan infrastruktur secara keseluruhan. Masalah
pembebasan lahan ini sering kali menjadi beban berat bagi pemerintah, karena proses
pengadaannya diatur secara ketat dalam undang-undang yang berlaku.

Meskipun ada kebijakan yang dirancang untuk menangani masalah ini,
pelaksanaannya seringkali tidak berjalan sesuai rencana. Proses yang panjang dan
kompleks dalam pembebasan lahan dapat menyebabkan ketidakpastian dan
penundaan, yang pada akhirnya mempengaruhi keberhasilan proyek infrastruktur dan
kebutuhan masyarakat akan fasilitas tersebut. Oleh karena itu, penyelesaian masalah
pembebasan lahan harus menjadi perhatian utama dalam perencanaan dan
pelaksanaan proyek-proyek infrastruktur untuk memastikan bahwa proyek dapat




dilaksanakan sesuai dengan jadwal dan memberikan manfaat maksimal bagi
masyarakat.

Salah satu penelitian yang relevan berjudul "Faktor-faktor Penyebab
Keterlambatan pada Proyek Jalan Tol Trans-Sumatera Segmen Palembang —
Lampung" (Fredy, 2018). Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan
memahami masalah-masalah yang terjadi dalam proses pembangunan jalan tol
dengan fokus pada faktor-faktor penyebab keterlambatan.

Penelitian ini mengumpulkan data melalui penyebaran kuesioner kepada
responden yang terdiri dari pihak kontraktor yang memiliki pengalaman dalam
proyek jalan tol, khususnya pada Segmen Palembang - Lampung. Kuesioner yang
digunakan berisi daftar faktor penyebab keterlambatan yang diidentifikasi
berdasarkan studi literatur terkait. Melalui kuesioner ini, peneliti berusaha
mendapatkan informasi langsung dari praktisi lapangan mengenai berbagai tantangan
dan hambatan yang mereka hadapi.

Data yang terkumpul dari kuesioner kemudian diolah menggunakan metode
Relative Importance Index (RII). Metode ini digunakan untuk mengukur dan
menentukan urutan pengaruh dari berbagai faktor penyebab keterlambatan dalam
proyek jalan tol. Dengan menggunakan RII, peneliti dapat mengetahui faktor-faktor
mana yang memiliki dampak terbesar terhadap keterlambatan proyek dan
mengidentifikasi area yang memerlukan perhatian lebih untuk memperbaiki proses
pembangunan.

Penelitian ini memberikan wawasan yang penting tentang kendala-kendala
praktis dalam proyek pembangunan infrastruktur, serta memberikan dasar bagi upaya
perbaikan dan peningkatan dalam manajemen proyek jalan tol di masa depan.

Dari hasil penelitian didapatkan 8 faktor yang berpengaruh paling besar
terhadap proyek jalan tol yaitu, pembebasan lahan yang mengalami banyak kendala;
terlambatnya pengiriman material konstruksi ke lokasi proyek; cuaca yang tidak
mendukung pelaksanaan proyek (hujan, badai, sinar matahari tidak cukup, dll);
terlambatnya pembayaran untuk material dan alat tambahan; terjadinya perubahan
design dari yang sebelumnya telah ditetapkan; kontraktor mempunyai kesulitan dalam
mendanai proyeknya; design yang tidak jelas sehingga menyulitkan pengerjaan
proyek: dan buruknya koordinasi di dalam konsorsium proyek. Kedelapan faktor ini
untuk dapat diatasi maka memerlukan koordinasi dan pembenahan dari berbagai
pihak agar dapat tercipta dan tidak hanya dari pihak kontraktor tetapi juga dari
konsultan dan pemerintah. Dengan dilakukannya pembenahan dan koordinasi yang
baik maka kedelapan faktor ini dapat diatasi.

Dari beberapa penelitian lainnya bahwa memang yang menjadi kendala dalam
pembangunan jalan yaitu:

1. Pembebasan lahan yang terkendala oleh negosiasi dan warga setempat;

2. Masih terdapat masyarakat yang kurang paham sehingga dapat melakukan
pengrusakan jalan;

3. penerangan jalan yang kurang maksimal;




4. Proses pembangunan jalan yang memakan waktu lama
5. Masih terdapat pembanguna jalan yang tidak sesuai dengan yang diharapkan

Dalam hal pembebasan lahan permasalahannya, seringkali dalam proses
pembangunan infrastruktur yang masih melibatkan tanah warga, dan dalam prosesnya
memakan waktu yang lama menyesuaikan negosiasi dan kesepakatan ganti rugi,
kemudian dalam hal koordinasi karena dalam proses pengembangan infrastruktur
melibatkan banyak pihak dalam prosesnya terkadang koordinasi dan penyesuaian dan
membuat kesepatakan yang juga memakan waktu, serta yang terakhir persoalan
vandalism dimana masyarakat kita tidak bisa menjaga jalan yang telah dibangun
dengan baik, adanya kebiasaan buruk yang merusak jalan (Sukirman, 1992).

Dalam penelitian ini dari keempat indikator teori Edward III semua unsur
terpenuhi dnegan baik, hanya saja ada dalam indikator sumber daya perlu adanya
peningkatan dari sisi kualitas SDM, kemudian sarana pendukung dan penambahan
aggaran. Kemudian untuk permasalahan yang dihadapi di lapangan yaitu pemerintah
perlu dukungan masyarakat agar membaantu pemerintah mempermudah proses
pembangunan jalan, dalam hal pembebesan lahan, kemudian dari sisi tidak merusak
jalan yang sudah dibangun dan ikut memeliharanya.

Pada tahun 2022 proses pembangunan jalan yang akan dibangun yaitu ada di
18 Kecamatan yang paling banyak ada di Sukarami, Jakabaring dan llir Barat, paling
sedikit ada di Bukit Kecil. Ada banyak problem temuan di lapangan faktor atau
kendala yang dihadapi dalam proses pembangunan jalan di Kota Palembang.

Dalam hal pembebasan lahan permasalahannya, seringkali dalam proses
pembangunan infrastruktur yang masih melibatkan tanah warga, dan dalam prosesnya
memakan waktu yang lama menyesuaikan negosiasi dan kesepakatan ganti rugi,
kemudian dalam hal koordinasi karena dalam proses pengembangan infrastruktur
melibatkan banyak pihak dalam prosesnya terkadang koordinasi dan penyesuaian dan
membuat kesepatakan yang juga memakan waktu, serta yang terakhir persoalan
vandalism dimana masyarakat kita tidak bisa menjaga jalan yang telah dibangun
dengan baik, adanya kebiasaan buruk yang merusak jalan (Sukirman, 1992).

Temuan penelitian yaitu bahwa dalam proses pembangunan jalan yang ada di
Kota Palembang selain daripada proses pembangunan jalan yang cukup memakan
waktu mulai dari proses administrasi, kemudian pembebasan lahan, serta kurangnya
sisi partisipasi masyarakat yang ikut serta membantu mempermudah proses dan juga
ikut memalihara jalannya proses pembangunan jalan yang ada di Kota Palembang,
jadi kebijakan bisa terimplementasi dengan baik.

Kebijakan itu sifatanya sebuah aturan yang teoritis, namun dalam proses di
lapangan tentu saja ada hal yang berbeda, banyak situasi yang ada di luar kendali,
dimana proses-proses yang harus dilalui oleh PUPR untuk membangun jalan, tidaklah
ringkas namun ada proses yang Panjang, kemudian dalam tahap pembangunanpun,
tidak semua elemen mendukung, akan tetapi lebih ke tidak mendukung prosesnya
dengan baik, ketika jalan sudah jadipun dalam pemeliharaannya masyarakat umum
tidak bisa memelihara dna menjaganya dengan baik.




Kedepannya diharapkan kebijakan ini harus di dukung sepenuhnya oleh
semua elemen Lembaga dan masyarakat, diharapkan adanya sanksi yang tegas
kepada pelaku-pelaku perusakan jalan, atau yang memang menghalangi dalam proses
pembangunan jalan yang sedang berlangsung ketika semua sudah sesuai procedural.
KESIMPULAN

1. Kebijakan Pemerintah Dalam Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Jalan
Di Kota Palembang

Dari hasil penelitian yang sudah dilakungan dengan menggunakan indikator
teori Edward III maka dapat disimpulkan bahwa Kebijakan Pemerintah Dalam
Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Jalan Di Kota Palembang belum
terlaksana dengan maksimal hal ini disebabkan masih kurangnya SDM, Sarana
pendukung dan juga anggaran dana serta kurangnya dukungan dari masyarakat
dalam pembebasan lahan dan ikut memelihara jalan yang sudah terbanung
ataupun dalam proses pembangunan.

2. Faktor pendukung dan penghambat Kebijakan Pemerintah Dalam Pemerataan

Pembangunan Infrastruktur Jalan Di Kota Palembang

a. Faktor pendukung yaitu adanya kerjasama yang baik dalalam struktur
birkrasi di Dinas PU dan juga dukungan pihak-pihak terkait

b. Faktor penghambat yaitu kurangnya sarana, anggaran dan jumlah SDM,
serta dukungan masyarakat dan elemen tertentu yang tidak bisa menjaga
dan memelihara baik dalam proses pembangunan maupun jalan yang
sudah selesai dibangun.
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